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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum bagi kreditur baru/cessionaris atas tindakan pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dilakukan oleh kreditur lama/pemberi piutang (cedent) tanpa memberitahukan tindakan hukumnya tersebut kepada debitur yang merupakan syarat sahnya cessie serta untuk mengetahui akibat hukum tindakan cessie bagi para pihak. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi,dan Penegak hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa mengenai cessie berdasarkan hukum nasional pengaturan cessie terdapat pada Pasal 613 KUHPerdata yang merupakan pasal lanjutan dari pasal 584 KUHPerdata tentang cara memperoleh hak milik (salah satunya dengan cara cessie). Bahwa pihak ketiga dirasa kurang mendapat kepastian hukum karena isi pasal yang berkaitan dengan cessie konsepnya terlalu umum sehingga perlu lebih di rincikan mengenai bagaimana seharusnya para pihak bertindak. 
Kata Kunci : Cessie, Kepastian, dan Akibat Hukum.


ABSTRACT

	This study aims to figure out the legal certainty for new creditors/cessionary over cessie debt transfer carried out by previous creditors/cadence without conformation of the legal action, as well as to identify the legal consequence of cessie for stakeholders. It is expected that this study could be beneficial for readers, especially for academics and law enforcers. This study is a normative one. Results of this study show that according to national regulation, the provision of cessie is regulated in Article 613 of the Code of Civil Law, which is the follow up of Article 584 of the same code. The provision regulates the method of obtaining the right of ownership (one of them is by cessie). This provision is assumed being likely incomprehensive that may lead to indistinct legal certainty for new creditors/cessionary over cessie debt transfer. The provision is arguably too general and undetailed that needs to be revised for a more comprehensive one.

Keywords: Cessie, Legal Certainty, Legal Consequence.


I. PENDAHULUAN
Cessie merupakan istilah yang di ciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama, sebagaimana yang diatur oleh pasal 613 BW (burgelijk wetbook) yang penyerahannya dilakukan dengan membuat akta. Akta penyerahan tagihan atas nama disebut akta cessie. Namun, karena pasal 613 BW sekaligus mengatur tentang “penyerahan tagihan atas nama” dan “benda-benda yang tak bertubuh lainnya”, maka orang sering tidak jeli untuk membedakan penggunaan istilah cessie untuk penyerahan tagihan atas nama dengan akta yang memindahkan “benda tak bertubuh lainnya”. Penyerahan “benda-benda tak bertubuh lainnya” memang sama dengan penyerahan tagihan atas nama yang dilakukan dengan membuat akta, tetapi dalam doktrin tidak disebut sebagai akta cessie. Perlu disepakati beberapa istilah teknis hukum yang berkaitan dengan cessie yaitu orang, yang menyerahkan tagihan atas nama (kreditur asal) disebut cedent, yang menerima penyerahan (kreditur baru) adalah cessionaries, sedangkan yang berutang (debitur) adalah cessus.[footnoteRef:1] [1:  Rachmad Setiawan dan J Satrio. Penjelasan Hukum tentang Cessie. Nasional Lembaga Legal Reform, Jakarta, 2010. hlm. 1.] 

Cessie juga merupakan salah satu cara yang dipergunakan untuk memperoleh hak milik atas suatu benda yang dalam pasal 584 BW dikatakan bahwa dengan penyerahan atas dasar peristiwa perdata yang dilakukan oleh orang yang berwenang. Mendapatkan hak milik suatu benda dengan model ini disebut memperoleh benda secara derivative karena memperoleh hak milik disebabkan adanya keterlibatan pihak lain. Kalau dalam kejadian tersebut ada keterlibatan pihak lain, berarti pihak yang bersangkutan memang mempunyai kepentingan yang bergayung sambut dengan kehendak orang yang berharap atau berkeinginan mempunyai hak milik atas suatu benda yang dibutuhkan.[footnoteRef:2]  [2:  Ibid. hlm. 94. ] 

Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur dalam pasal 613 KUHPerdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama sebagai bukti bahwa mereka yang tercantum namanya dalam akta penyerahan telah sama-sama mengetahui serta menyepakati isi akta penyerahan tersebut yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta cessie. Pada cessie hak milik beralih dengan dibuatnya akta cessie, maka penyerahan (levering) terhadap tagihan atas nama telah selesai.[footnoteRef:3] [3: https://media.neliti.com/media/publications/156219-ID-analisis-hukum-pengalihan-piutang-cessie.pdf diakses pada tanggal 15 April 2020  Pukul 15:10  WITA] 

Disini penulis akan membahas lebih dalam mengenai kepastian hukum bagi penerima piutang atas pengalihan piutang secara cessie sebagai cara memperoleh hak milik dan akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya pengalihan piutang secara cessie. Dimana dalam perkembangannya cessie ini masih banyak dipergunakan, khususnya dalam praktik perbankan sehingga dirasa perlu untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui kapastian hukum dan akibat hukum dengan dilakukannya pengalihan piutang secara cessie ini berdasarkan peraturan-peraturan yang mengaturnya yang terletak pada Pasal 613 KUHPerdata yang merupakan pasal lanjutan dari pasal 584 KUHPerdata tentang cara memperoleh hak milik.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Piutang Secara Cessie Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)’’. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian terkait kepastian dan akibat hukum seperti apa yang timbul dengan dilakukannya pengalihan piutang secara cessie, yang bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dilakukannya peralihan piutang secara cessie sebagai cara memperoleh hak milik dapat menimbulkan/memberikan kepastian hukum bagi penerima piutang serta untuk mengetahui akibat hukum apa yang timbul jika di lakukannya pengalihan piutang secara cessie bagi para pihak yang terlibat dalam peristiwa perdata tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan dua macam metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)..[footnoteRef:4] [4:  Amirudin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016] 








II. PEMBAHASAN
Di Indonesia, definisi cessie salah satunya dikemukakan oleh Subekti, Cessie adalah: “Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru”[footnoteRef:5] [5:  Klau Victor Apryantho, Https://indonesianbankersclub.wordpress.com/2016/09/21/first-blog-post/amp/ Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020 Pukul 14.00 Wita.] 

Cessie menurut hukum positif diatur dalam KUHPerdata, diatur dalam Pasal 613 ayat (1) dan (2) yaitu: [footnoteRef:6] [6:  Hietra & Partners, Https://www.hukum-hukum.com/2014/08/aspek-hukum-cessie-dan-subrogasi.html?m=1 Diakses Pada Tanggal 11 Juni 2020 Pukul 14.20 WITA.] 

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

“Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya”.


Sehingga berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat diketahui unsur-unsur yang dapat disimpulkan dari pasal 613 KUHPerdata tersebut dalam suatu tindakan cessie, yakni:
1) Merupakan penyerahan piutang-piutang atas nama;
2) Dapat dibuatkan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan;
3) Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan;
4) Cessie hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa cessie merupakan suatu tindakan penyerahan tagihan yang berupa penyerahan tagihan atas nama namun yang membedakan dimana pengalihan cessie menurut Subekti sekaligus menekankan bahwa cessie merupakan (salah satu bentuk surat berharga) karena disebutkan secara tegas dapat dijual, yang berklausul “atas pengganti” dilakukan dengan cara endosemen.
Berikut dalam kaitannya dengan kasus yang penulis kutip sebagai rujukan dalam melakukan penelitian yaitu kasus yang terdapat pada jurnal ilmiah dengan judul Perlindungan Hukum bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan yang Dilakukan oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi (Studi Pada BPR Yang Telah Dilikuidasi) berbunyi sebagai berikut[footnoteRef:7]: [7:  https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/1058/pdf Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2020 Pukul 15.00 WITA.] 

a. Persoalan terjadi ketika tidak semua BPR dapat terhindar dari berbagai risiko minimnya kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Pada sisi ini, BPR tersebut berpotensi untuk dilikiuidasi yang tentunya dapat menimbulkan dampak hukum bagi debitur khususnya terkait jaminan yang terdapat di BPR. Kelebihan BPR terkait fleksibilitas persyaratan nyatanya telah berimplikasi pada berbagai persoalan hukum. Sebagai contoh ketika pihak BPR yang menyalurkan fasilitas kredit kepada nasabah, sebelum dilikuidasi telah melakukan cessie terhadap jaminan debitur kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan debitur. Persoalan hukum ini tentunya berdampak pada peralihan jaminan kepada pihak ke tiga. Hal ini berimplikasi pada sulitnya debitur untuk melakukan pembayaran kredit macet masa lalu guna mendapatkan jaminannya kembali dimana kreditur yaitu BPR kini telah dilikuidasi. Adapun pengalihan ini baru diketahui debitur pada saat BPR telah dilikuidasi, hal ini memperlihatkan bahwa pengalihan jaminan debitur oleh BPR kepada kreditur baru tanpa sepengetahuan debitur.
Yang menarik dari kasus yang penulis kutip diatas adalah dimana penulis memperhatikan tidak adanya penyinggungan lebih lanjut terhadap resiko yang akan dialami oleh kreditur baru akibat dari kelalaian yang di lakukan oleh kreditur lama yaitu pihak BPR terlikuidasi yang tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah/debitur terlebih dahulu sebelum melakukan pengalihan piutang dengan cara cessie dimana persetujuan dari pihak debitur dalam melakukan pengalihan piutang merupakan salah satu syarat sahnya cessie tersebut.
Peristiwa keperdataan cessie tentunya tidak terlepas dari hukum perjanjian sehingga dalam melakukan tindakan cessie harus memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian juga. Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut;[footnoteRef:8] [8: Mariam, Kuhperdata Buku III Hukum Perikatan, PT.Alumni,Medan, 2003, hlm.107	] 

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian atau berkontrak
2. Asas konsesualisme (persesuaian kehendak)
3. Asas kepercayaan.
4. Asas kekuatan mengikat
5. Asas persamaan hukum
6. Asas keseimbangan
7. Asas kepastian hukum
8. Asas moral
9. Asas kepatutan
10. Asas kebiasaan.

Disini, penulis menelisik dan menganalisis terhadap salah satu dari asas hukum perjanjian, salah satunya asas kepastian hukum, dikarenakan dalam peristiwa hukum cessie khususnya dalam konteks sebagai cara memperoleh hak milik, maka menimbulkan pertanyaan apakah dengan dilakukannya pengalihan piutang secara cessie sebagai cara memperoleh hak milik ini, asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian sudah terpenuhi bagi para pihak?,  pertanyaan tersebut muncul dikarenakan terkait dengan peristiwa hukum ini terdapat berbagai penafsiran yang berbeda-beda khususnya terkait dengan cessie tersebut, sehingga untuk membahas secara lebih dalam perlu untuk diketahui arti dari asas kepastian hukum tersebut terlebih dahulu. 
Untuk mengetahui arti dari asas kepastian hukum dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum diartikan sebagai berikut:
Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.[footnoteRef:9]  [9:  Gresnws.com, http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/#:~:text=Dalam%20penjelasan%20Undang%2DUndang%20Nomor,dalam%20setiap%20kebijakan%20penyelenggaraan%20pemerintahan. Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2020 Pukul 19.00 WITA.] 


Selanjutnya seeperti halnya kasus BPR terlikuidasi yang diuraikan sebelumnya bahwa tiga pihak yang terkait dalam kasus tersebut mempunyai haknya masing-masing dimana pihak cedent (pemberi piutang) adalah pihak yang berwenang atau mempunyai hak untuk mengalihkan ataupun mempertahankan piutang yang dimilikinya, kemudian cessionaries (penerima piutang) adalah pihak yang berhak pula melakukan pembelian piutang yang dimiliki cedent tersebut karena diantara mereka terdapan kepentingan yang pastinya bergayung sambut, dan selanjutnya cessus (debitur) adalah pihak yang dalam hal cessie ini adalah pihak yang berhak untuk mengetahui serta menyetujui dilakukannya tindakan cessie oleh cedent (pemberi piutang), sehingga disinilah peran besar hukum yang sangat dibutuhkan untuk memestikan terpenuhinya hak-hak masing-masing pihak yang terlibat dalam cessie.
Hal tersebut penulis singgung dikarenakan dalam halnya peristiwa keperdataan cessie ini tidak terdapat titik terang mengenai kepastian hukum bagi si penerima piutang (cessionaries) yang tentunya ingin memperoleh hak milik atas piutang yang di miliki pemberi piutang (cedent)  karena jika dilihat dari pasal 584 yang merupakan pasal yang berkaitan erat dengan pasal 613 KUHPerdata hanya membahas secara umum tentang cara memperoleh hak milik, dengan kata lain tidak membahas secara spesifik mengenai cara memperoleh hak milik dengan cara cessie ini. Sehingga untuk memahami permasalahan-permasalahan terkait cessie ini lebih dominan dalam memahami permasalahan yang ada melalui doktrin atau pendapat para ahli yang juga masih terdapat berbagai perbedaan pendapat. Dengan dianutnya sistem kausal, maka seharusnya dalam akta cessie dijelaskan peristiwa perdata yang mendasari akta cessie tersebut.[footnoteRef:10] [10:  Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie (Dalam Kitab Undang-Undang Hukukum Perdata, Nieuw Nedrlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Prancis, dan Common Law), Edisi Pertama, Cet. Ke-1, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 111] 

Tidak terlepas dari perbedaan pendapat dari para ahli tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada kepastian hukum yang secara maksimal telah dibentuk dalam mengatur perihal cessie ini sehingga di rasa mengenai pasal-pasal yang erat kaitannya dengan cessie perlu untuk dilakukan penambahan dalam konteks isi pasal tersebut atau bahkan perubahan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dengan lebih rinci, lebih-lebih bagi penerima piutang bagaimana seharusnya mereka bertindak agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundanga-undangan.
Pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang ada kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru.[footnoteRef:11] [11:  Puteri Natalia Sari, Pengalihan Piutang secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, Tesis Program Magister Kenotariatan, UI, Jakarta, 2010, hlm. 17] 

Piutang yang dialihkan di dalam perjanjian cessie itu memberikan hak tagih kepada penerima cessie atas setiap dan seluruh jumlah-jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh bank selaku kreditur tersebut mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas debitur yang bersangkutan kepada pihak ketiga yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur baru.[footnoteRef:12] Dalam cessie berarti bahwa pengmbilalihan piutang oleh pihak ketiga bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai pula dengan pengambilalihan hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh kreditur lama, termasuk beralihnya jaminan utang milik debitur. [12:  Ibid, hlm. 24] 

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan mengenai cessie sebelumnya membuat penulis memahami bahwa tindakan cessie ini tentunya merupakan peristiwa hukum perdata yang tidak terlepas dari hukum perjanjian yang lebih tepatnya merupakan perjanjian kebendaan terhadap piutang atau hak tagih dimana piutang tergolong dalam benda bergerak tak berwujud sehingga memerlukan dibuatnya akta cessie untuk memberikan wujud terhadap tindakan penyerahan tersebut. Tidak terlupakan keterlibatan cessus atau debitur dalam membuat akta cessie ini sangatlah penting mengingat pemberitahuan kepada cessus untuk menyetujui tindakan cessie merupakan syarat utama keabsahan tindakan cessie. 
Selanjutnya yang perlu untuk fahami mengenai akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan cessie adalah mekanisme pelaksanaan cessie sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 584 jo. Pasal 613 KUHPerdata tersebut, maka mekanisme pelaksanaan cessie atas piutang atas nama adalah sebagai berikut:[footnoteRef:13] [13:  Imam Purbo Jati, http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2005-09/S-Imam%20Purbo%20Jati Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2020 Pukul 19:08 WITA] 

1. Adanya suatu peristiwa hukum yang sah yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang antara kreditur dengan debitur. Dalam hal ini peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang adalah perjanjian sehingga dalam pembuatan perikatan tersebut harus tunduk pada ketentuan buku III KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Untuk dapat melakukan tindakan hukum cessie, maka tentunya juga harus ada benda tertentu yang akan di-cessiekan, yaitu piutang atas nama dan benda tertentu tersebut dialihkan melalui suatu peristiwa perdata. 
3. Cessie dibuat dalam suatu akta otentik atau dibawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 613 KUHPerdata jo. UU Jabatan Notaris. Dengan demikian, apabila cessie tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan pasal 613 KUPerdata dan/atau cessie tidak memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris, maka cessienya batal demi hukum karena cessie merupakan perjanjian kebendaan untuk mengalihkan piutang atas nama tersebut sehingga dengan tidak dibuatnya cessie dalam suatu akta, berarti cessie tersebut telah melanggar syarat objektif pembuatan perjanjian.
4. Dengan ditandatanganinya akta cessie tersebut, maka sejak saat itu pula cessie atas piutang atas nama dinyatakan sah dan mengikat cedent dan cessionaris dan sebagai piutang atas nama telah beralih dari cedent kepada cessionaris.
5. Bahwa setelah ditandatanganinya akta cessie tersebut, pihak cessus harus diberitahukan secara tertulis oleh cedent dan/atau cessionaries bahwa telah terjadi pengalihan atas piutang kreditur kepada pihak ketiga.

Berdasarkan uraian mengenai mekanisme pelaksanaan cessie diatas membuat kita lebih mudah untuk mengetahui mengenai hubungan hukum yang terjadi dalam halnya tindakan hukum cessie, bahwa ada 3 (tiga) macam hubungan hukum yang terjadi, yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:14] [14: Yuristia Eka, https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/download/20505/8769, Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2020 Pukul 20:41 WITA.] 

1. Hubungan antara kreditur lama (cedent) dengan debitur (cessus);
2. Hubungan antara kreditur lama (cedent) dengan kreditur baru (cessionaries);
3. Hubungan antara debitur (cessus) dengan kreditur baru (cessionaris).
Berkaitan dengan akibat hukum perjanjian Cessie akan merubah hubungan hukum antara Cedent, Cessionaris dan Cessus. Hubungan hukum merupakan hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum, dan dapat menimbulkan akibat hukum.[footnoteRef:15] Sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai akibat hukum Cessie berdasarkan penjelasan diatas adalah berubahnya hak dan kewajiban para pihak, baik cedent, cessionaris, maupun cessus yaitu hapusnya hak cedent terhadap piutang atas cessus (debitur), didapatkannya hak tagih yang sebelumnya tidak dimiliki cessionaris dari cedent atas cessus (debitur), dan untuk cessus beralihnya kewajiban membayar utang yang sebelumnya kepada cedent menjadi berkewajiban kepada cessionaris (kreditur baru). [15:  Muhamad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Pranadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 81] 




III. PENUTUP

Simpulan                                    `	
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yang peneliti kaji sebagai berikut :
1. dalam pasal 613 tentang cessie serta pasal 584 tentang penyerahan tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai bagaimana pelaksanaan cessie yang seharusnya sehingga dapat dikatakan bahwa pasal khusus terkait cessie ini tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak cessionaris sehingga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum pihak cessionaris harus lebih dominan memahami konsep cessie berdasarkan pendapat-pendapat para ahli yang juga masih terdapat berbagai perdebatan dalam penafsirannya.
2. Pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang sehingga perjanjian sebelumnya tidak hapus melainkan beralih dan melanjutkan perjanjian yang telah ada sebelumnya. Hanya saja dalam hal cessie merubah hubungan hukum antara Cedent, Cessionaris dan Cessus dengan dilakukannya cessie tersebut. Sehingga dengan berubahnya hubungan hukum para pihak mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban para pihak.
Saran
Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut:
Sebaiknya dalam pembuatan akta cessie juga menyertakan pihak debitur didalamnya sebagai wujud dari pelaksanaan syarat sahnya cessie yaitu pemberitahuan (betekening) terhadap debitur terlebih kepada pihak penerima piutang. Agar bagi pihak penerima piutang terhindar dari kerugian sehingga para pihak mendapatkan perlindungan hukum jika teleh terpenuhinya syarat sah tindakan cessie tersebut. 
Perlu memperhatikan klausula dan literatur suatu perbuatan hukum khususnya dalam kaitan jika ingin melakukan tindakan cessie. Untuk tujuan dimaksudkannya agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum mengingat tentunya jika dilakukannya tindakan hukum maka akan ada akibat hukum yang berbeda-beda yang di peroleh oleh masing-masing pihak setelahnya. 
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